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The concept of home healthcare through digital home care services represents a
strategic innovation in the development of the Indonesian healthcare system. This
service offers an effective solution to improve the comfort and continuity of care for
elderly patients and patients with chronic diseases, who are vulnerable groups.
However, integrating digital technology into healthcare services raises legal
challenges, particularly regarding the regulation of patient safety guarantees. This
study aims to analyze the legal challenges that regulate mechanisms of accountability
and risk prevention in the safety of elderly and chronically ill patients receiving
Digital Home Care in Indonesia, with a focus on legal protection. The method used is
a deductive, interpretive legal approach, grounded in a normative analysis of laws and
regulations, relevant literature, and several case studies. The results show that the
legal challenges in implementing Digital Home Care primarily concern providing
effective legal protection for elderly patients and those with chronic diseases, without
compromising service quality standards or patient safety principles. The required
oversight framework is not sufficient to fulfill only administrative requirements; it
must also encompass professional responsibility, ethical compliance, and criminal
liability in the event of negligence that causes harm. Therefore, regulatory updates are
needed to strengthen oversight and emphasize service providers' legal accountability,
ensuring they remain aligned and adaptable to technological advances. This research
is expected to make a real contribution by encouraging the development of adaptive,
comprehensive legal policies to protect vulnerable patient groups in the digital era,
especially in the context of digital home care services.

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan bentuk pemenuhan hak dasar (basic right)
bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa,
‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.' Selain itu,
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Pasal 34 Ayat (3) juga menegaskan bahwa 'Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” (Indonesia, 1945). Namun, dalam
praktiknya, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal.

Pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan yang serius, terutama
di daerah terpencil dan tertinggal (Wulandari et al., 2022). Ketimpangan distribusi fasilitas serta
tenaga medis menyebabkan banyak pasien di wilayah tersebut mengalami keterlambatan dalam
memperoleh penanganan kesehatan yang layak dan tepat waktu (Manon et al., 2021). Kondisi ini
tidak hanya menghambat pemenuhan hak dasar atas kesehatan, tetapi juga berpotensi
meningkatkan angka kesakitan dan kematian, khususnya pada kelompok rentan seperti lansia dan
pasien dengan penyakit kronis. Sebagai respons atas keterbatasan akses layanan kesehatan,
khususnya di wilayah terpencil, beberapa penyedia layanan menerapkan solusi berupa layanan
home care.

Secara yuridis, layanan Home care telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), khususnya Pasal 37, yang
menyebutkan bahwa Home care merupakan bagian dari pelayanan kesehatan lanjutan. Pelayanan
ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berwenang, dan wajib
dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Ketentuan ini dipertegas dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Pasal 74), yang mengatur bahwa kunjungan dan
perawatan di rumah termasuk dalam upaya kesehatan bagi lansia, pasien dengan gangguan jiwa,
dan keluarga. Dengan demikian, home care diperbolehkan sepanjang diselenggarakan oleh
fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan resmi, dengan tenaga kesehatan yang kompeten, dan
ditujukan untuk pasien lansia maupun penderita penyakit kronis.

Seiring dengan hal tersebut, populasi lansia mengalami pertumbuhan secara global yang
berkontribusi terhadap peningkatan signifikan kasus penyakit kronis, yang umumnya dipicu oleh
proses penuaan yang berdampak pada kesehatan (De Luca et al.,, 2023). Sebuah penelitian
menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga lansia di atas usia 65 tahun menderita dua atau lebih
penyakit kronis pada saat yang bersamaan (Chirag M Lakhani et al., 2019). Kondisi ini mendorong
terjadinya perubahan besar dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk pada penggunaan sumber
daya kesehatan, peningkatan pengeluaran medis, dan kebutuhan perawatan yang lebih intensif.

Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi informasi, praktik some care kini mulai
diintegrasikan secara digital melalui berbagai platform layanan kesehatan jarak jauh. Transformasi
ini membuka peluang perluasan akses layanan kesehatan yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel.
Sedikit berbeda dengan telemedicine konvensional, layanan home care digital menawarkan
keunggulan dalam kontinuitas perawatan langsung di lingkungan rumah pasien, sekaligus
memungkinkan pemantauan kondisi kronis secara lebih personal dan berkelanjutan.

Layanan home care digital dan telemedicine memiliki keterkaitan yang erat dalam
ekosistem pelayanan kesehatan digital. Popularitas felemedicine mulai meningkat pesat sejak
masa pandemi COVID-19, yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021. Meskipun keputusan tersebut kini sudah tidak berlaku,
pada awal tahun 2020 pemerintah telah membuka kerja sama dengan berbagai penyedia layanan
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telemedicine. Walaupun landasan hukumnya saat itu belum sepenuhnya kuat, kontribusi
perusahaan teknologi kesehatan telah terbukti nyata dalam mendukung layanan medis jarak jauh.
Hingga kini belum terdapat pengaturan penyelenggara Telemedicine oleh perusahaan teknologi
kesehatan,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 hanya mengatur layanan telemedicine
antarfasilitas pelayanan kesehatan. Namun, saat ini, harmonisasi peraturan perundang-undangan
terkait layanan telemedicine belum menjadi fokus utama pemerintah. Padahal penguatan layanan
berbasis teknologi memerlukan dukungan berupa kebijakan, regulasi, dan tata kelola sistem yang
lebih baik (Rattakorn Poonsuph, 2022).

Meskipun regulasi yang mengatur layanan home care digital belum memiliki kepastian
hukum yang komprehensif, praktik layanan ini telah berkembang di berbagai kota melalui
sejumlah platform seperti myhomecare.id, insanmedika.co.id, carepro.co.id, mynurz.co.id, dan
lainnya. Keberagaman layanan yang ditawarkan oleh masing-masing platform menunjukkan
belum adanya standardisasi yang seragam dalam pelaksanaan pelayanan, yang pada akhirnya
menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keselamatan pasien selama proses perawatan di rumabh.
Kekhawatiran ini semakin menguat seiring dengan belum jelasnya kesesuaian antara praktik
layanan home care digital dan ketentuan dalam regulasi kesehatan yang berlaku.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien secara tegas mengatur bahwa sistem keselamatan pasien harus dibangun
melalui kejelasan asesmen risiko, pelaporan dan analisis insiden, serta penerapan solusi untuk
mencegah terjadinya cedera akibat kesalahan dalam pelayanan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut
bersifat wajib dan mencakup seluruh bentuk layanan kesehatan, termasuk layanan yang berbasis
digital, mengingat keselamatan pasien merupakan dimensi yang esensial dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif hukum, keselamatan pasien merupakan bentuk implementasi

perlindungan hukum yang terealisasi secara nyata. Konsep ini tidak hanya ditujukan untuk
melindungi pasien sebagai penerima pelayanan, melainkan juga berfungsi sebagai dasar
perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan,
khususnya dalam konteks pelaporan insiden keselamatan pasien. Sehingga, penerapan sistem
keselamatan pasien penting dilaksanakan tidak hanya di fasilitas kesehatan konvensional, tetapi
juga pada platform maupun penyedia layanan kesehatan digital.
Pembahasan mengenai keselamatan pasien telah diatur dalam berbagai regulasi kesehatan,
termasuk Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun
2023. Namun, ketentuan tersebut masih terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan dan belum
secara eksplisit mencakup penyedia layanan kesehatan digital.

Penekanan aspek keselamatan pasien tidak hanya mencakup perlindungan dari risiko
klinis, tetapi juga meliputi jaminan terhadap keamanan data dan privasi informasi kesehatan
pasien. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
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aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang merupakan hak asasi.

Pembahasan mengenai perlindungan kerahasiaan data pasien sebelumnya telah diteliti
oleh Bagus dkk, yang mengkaji pelayanan telemedicine di Indonesia dari perspektif hak asasi
manusia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum
untuk perlindungan data pasien, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan.
Tantangan tersebut tidak hanya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi
juga mencakup kekhawatiran etis, kurangnya transparansi, serta kecenderungan komersialisasi
data pribadi (Ramal et al.,, 2025). Penelitian lain oleh Fakih (2022) menunjukkan bahwa
perlindungan data pasien dalam layanan telemedicine di Indonesia masih tergolong lemah, yang
dibuktikan dengan terjadinya insiden kebocoran data yang melibatkan sekitar 1,3 juta pengguna
aplikasi Ehac (Fakih, 2022). Kondisi ini semakin menegaskan perlunya keamanan yang lebih kuat
terhadap data pasien dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis digital.

Di samping itu, adanya keterbatasan hukum dalam merespons risiko teknis dari pelayanan
medis serta penggunaan algoritma dalam pelaksanaan layanan felemedicine, termasuk home care
digital. Keterbatasan ini umumnya disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi yang
mendahului kecepatan pembentukan regulasi, serta kompleksitas dan sifat dinamis dari teknologi
itu sendiri (Aulia Anugrah et al., 2024). Akibatnya, muncul kekhawatiran terhadap efektivitas
perlindungan hukum bagi pasien, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penderita penyakit
kronis, yang menjadi bagian dari pengguna utama layanan home care digital.

Oleh karena itu, pengembangan layanan home care digital perlu diarahkan untuk menjamin
peningkatan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini
adalah menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam penyelenggaraan layanan home care
digital, dengan menitikberatkan pada aspek keselamatan pasien sebagai bagian integral dari
perlindungan hukum bagi lansia dan penderita penyakit kronis. Selain itu, penelitian ini bertujuan
untuk merumuskan rekomendasi yang dapat mendukung terciptanya pemerataan layanan
kesehatan yang aman, layak, dan inklusif bagi kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui dua pendekatan: pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dianalisis dari
ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji gagasan, prinsip hukum, teori
perlindungan hukum beserta asas-asas yang relevan guna memperkuat analisis isu hukum. Data
dianalisis secara deduktif (yaitu menarik kesimpulan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan
menerapkannya pada permasalahan yang dikaji) dan secara interpretatif, yang memberikan
pemahaman hukum lebih mendalam serta kontekstual terhadap norma-norma pada penelitian ini
(Charda, 2021). Penggunaan sumber data hukum terdiri dari bahan hukum primer, seperti UU
Kesehatan, PP Kesehatan serta peraturan lainnya yang terkait, dan bahan hukum sekunder seperti
jurnal, artikel, serta literatur relevan. Kedua pendekatan tersebut diperkuat dengan tinjauan empiris
serta beberapa studi kasus yang disajikan dalam penelitian ini, sehingga relevansi antara norma
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dan praktik dapat dianalisis secara komprehensif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini
dilakukan secara sistematis dan mendalam tanpa memerlukan penelitian lapangan, dengan fokus
utama pada norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik. (Negara, 2023) .

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Keselamatan Pasien dalam Layanan Home Care Digital Bagi Lansia Dan Penderita
Penyakit Kronis Sebagai Subjek Hukum

Kedudukan lansia sebagai subjek hukum dijamin dalam Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menyatakan bahwa lansia
berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, dan tindakan yang
merugikan, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana. Perlindungan ini diberikan untuk
menjamin pemenuhan hak-hak lansia dalam kondisi yang rentan (Pokhrel, 2024). Sementara
itu, penderita penyakit kronis juga memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pasien
lainnya, namun memerlukan perhatian khusus karena kondisi kesehatannya yang membutuhkan
pengobatan jangka panjang, berpotensi menimbulkan disabilitas, serta rentan mengalami
diskriminasi dalam lingkungan sosial. Beberapa hal tersebut menegaskan bahwa baik pasien
lansia maupun pasien dengan penyakit kronis merupakan subjek hukum yang berhak mendapat
perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kesehatan. Pasien lansia dan penderita penyakit
kronis merupakan kelompok yang rentan.

Pasien Lansia merupakan setiap orang yang telah berusia 60 tahun atau lebih. Usia ini
menjadi batas hukum formal untuk memperoleh hak dan perlindungan sebagai lansia,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia. Selain itu, lansia memiliki karakteristik khusus, seperti penurunan kondisi fisik
dan mental, ketergantungan pada orang lain, serta kerentanan terhadap kekerasan, penelantaran,
dan eksploitasi. Sedangkan penderita penyakit kronis tidak harus berusia 60 tahun atau lebih,
umumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka waktu lama
biasanya lebih dari tiga bulan, serta bersifat progresif atau menetap (Suharmanto, 2022).
Kecenderungan penderita penyakit kronis yaitu memerlukan perawatan jangka panjang dan
rutin, berisiko mengalami komplikasi jika tidak dikelola dengan baik, dan dapat mengalami
gangguan psikologis seperti kecemasan atau depresi karena harus hidup dengan penyakit
tersebut (de Alencar et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024, sebagai peraturan
pelaksana dari UU Kesehatan, juga menegaskan fokus pada upaya kesehatan bagi lanjut usia,
khususnya bersifat rehabilitatif, termasuk pelayanan fisioterapi, psikoterapi, dan pemberian
obat. Upaya-upaya tersebut sangat memungkinkan untuk dilaksanakan secara fleksibel melalui
layanan perawatan di rumah, telemedisin, maupun melalui pengembangan layanan home care
digital. Hal yang sama juga berlaku bagi penderita penyakit kronis, yang membutuhkan
perawatan jangka panjang dan berkelanjutan di lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu,
penting untuk menjamin keselamatan pasien, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia
dan penderita penyakit kronis.
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Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien menjelaskan bahwa keselamatan pasien adalah suatu sistem yang bertujuan
menjadikan asuhan pasien lebih aman melalui berbagai upaya, seperti asesmen risiko secara
berlapis, identifikasi dan pengelolaan risiko pada pasien, pelaporan serta analisis insiden, tindak
lanjut terhadap riwayat insiden sebelumnya, hingga implementasi solusi untuk meminimalisir
risikko dan mencegah terjadinya cedera akibat suatu tindakan. Selain itu, pentingnya
keselamatan pasien dapat membantu mengurangi terjadinya perselisihan medis, mengurangi
konflik antar petugas kesehatan dan pasien, menghilangkan tuduhan malpraktik, dan
mengurangi proses tuntutan hukum (Elmonita et al., 2022) . Keselamatan pasien wajib
diterapkan dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok pasien rentan pada
pelaksanaan layanan kesehatan di rumah atau home care sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Saat ini, integrasi digital dalam pelayanan kesehatan di rumah telah melahirkan
layanan home care digital yang saat ini telah dijalankan di Indonesia melalui berbagai platform,
seperti myhomecare.id, insanmedika.co.id, carepro.co.id, dan mynurz.co.id. Layanan ini
merupakan evolusi dari layanan Home care konvensional yang memanfaatkan teknologi
digital, termasuk di dalamnya: penggunaan aplikasi, monitor jarak jauh, telekonsultasi untuk
menjangkau aksesibilitas, efisiensi dan transparansi pelayanan kesehatan di rumah (Yogesan et
al., 2009) .

Meskipun istilah home care digital belum disebutkan secara tersurat dalam beberapa
regulasi di sektor kesehatan di Indonesia, layanan ini telah menjadi bagian dari inovasi yang
berkembang dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis teknologi dan seharusnya tetap
mengedepankan prinsip-prinsip keselamatan pasien seperti pelayanan kesehatan pada
umumnya. Hal ini mencakup perlindungan data pasien, keakuratan diagnosis dan pengobatan
yang diberikan secara jarak jauh sesuai dengan standar operasional prosedur yang menjamin
mutu layanan dan kompetensi tenaga kesehatan yang terlibat.

Walaupun layanan home care digital umumnya tidak menangani secara langsung
pasien dengan kasus gawat darurat, tanpa adanya pengawasan dan regulasi memadai, risiko
terhadap keselamatan pasien dalam layanan ini dapat meningkat. Khususnya berkaitan dengan
kesalahan medis, keterlambatan penanganan, penyalahgunaan informasi medis dan literasi
digital yang rendah (Ekstedt et al., 2023). Terdapat prinsip utama keselamatan pasien yang
dapat diterapkan di Indonesia dan diatur dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien yaitu: (1).Pencegahan kesalahan; (2).Pelaporan dan pembelajaran
transparan; (3). Standardisasi praktik terbaik ; (4).Memanfaatkan teknologi dan sistem
otomatisasi; (5). Keterlibatan pasien ; (6). Budaya keselamatan pasien.

Dalam hal ini, peneliti berupaya menjabarkan perbandingan terhadap empat platform
layanan home care digital yang saat ini aktif, ditinjau dari aspek keselamatan pasien.
Perbandingan dilakukan melalui penelusuran langsung terhadap masing-masing situs resmi dari
keempat platform tersebut. Dari keseluruhan platform home care digital yang sudah berjalan,
terdapat kesamaan, yaitu dapat melayani pasien lansia atau pasien degeneratif, perawatan
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jangka panjang bagi pasien berkebutuhan khusus, dan memiliki tenaga profesional kesehatan
yang tersertifikasi. Perbedaannya terletak pada model aplikasi yang digunakan dan fasilitas alat
kesehatan yang dimiliki pada masing-masing platform tersebut. Adapun perbandingan dari
empat platform sebagai berikut :

Medis/Tindakan Medis

darurat: perawatan ibu dan
bayi, rehabilitasi, penyakit
degeneratif, lansia. Alat
medis atau tindakan invasif
tidak  secara  eksplisit
dijabarkan (info publik
tidak banyak menyebut
ICU atau alat berat).

medis dengan alat seperti infus,
NGT. kateter, suction, (bahkan
ventilator dan tracheostomy
untuk pasien medis) tergantung
kompetensi.
Pemantanan
penggunaan  alat
pemantau pasien

dengan
khusus

Tabel: 1
Platform Myhomecare Insanmedika Carepro Mynurz
Kualifikasi Tenaga | Menyediakan tenaga | Perawat medis: Tenaga medis | Tenaga medis/perawat dan caregiver:
Medis/Perawat seperti  bidan, perawat, | Minimal pendidikan D3/S1 | profesional: dokter, | verifikasi dan seleksi ketat. Perawat
fisioterapis, konsultan | keperawatan. perawat, bidan, | lansia, caregiver, fisioterapi, terapi
kesehatan. Verifikasi via | Perawat semi-medis/caregiver: | fisioterapis; mitra sudah | wicara/okupasi, dokter home visit.
Face & ID Security. pelatihan khusus dari Insan | terverifikasi. Tenaga
Medika. medis  juga memiliki
STR dan SIP
Penggunaan Alat | Fokus pada layanan non- | Dapat melakukan tindakan | Menawarkan tindakan | Mendukung layanan medis dan nonmedis,

medis noninvasif seperti
NGT, kateter, dan infus
dari kunjungan perawat.
Ada layanan perawat 24
jam (live-in)

termasuk ICU atau pasien medis,
tergantung kebutuhan. Menyediakan alat
kesehatan/opsi sewa alat di beberapa
layanan.

Regulasi & Izin | Penyebutan klaim “tenaga | Tenaga medis dan perawat | STR & SIP verifikasi | Mitra resmi & freelance terdaftar melalui |
Praktik/Verifikasi medis profesional” dan | memiliki Surat Tanda | tenaga keschatan. | proses verifikasi. Standar profesionalisme
adanya verifikasi identitas | Registrasi (STR). Partner / mitra telah | dan pengalaman dijadikan kriteria.
pelanggan dan perawat. | Pelatihan & verifikasi dari | melalui seleksi ketat
Pemesanan melalui aplikasi | institusi  sendiri  (“training
mobile center” + Insan Medika
Academy).

Pengawasan/Laporan &
Kontrol Mutu

Fitur konsultasi via video
chatfteleconference untuk
memantau  perkembangan
pasien. Kemudahan akses
& verifikasi profil perawat
untuk menentukan pilihan
pasien

Ada garansi penukaran perawat
jika tidak cocok. Pelatihan dan
sertifikasi (termasuk praktik &
teori) sebelum penugasan

Fitur “Medical Report”
dan resume medis untuk
layanan  live-in = &
monitoring kondisi
pasien. Transparansi
tarif/ biaya & rincian
layanan

Memberikan layanan 24 jam pada
beberapa jenis kasus (perawat 24 jam)
untuk pengawasan kondisi pasien yang
membutubkan  pengawasan  intensif.
Pelaporan/kontrol mutu melalui saluran
resmi dan jalur layanan resmi untuk
menghindari penipuan

Beberapa catatan risiko kesehatan yang mungkin saja terlihat pada layanan ini, seperti
kebutuhan alat medis yang sangat bergantung pada kondisi medis atau nonmedis pasien dan
pelayanan medis dilakukan oleh mitra/freelance. Dalam beberapa kasus, pasien mungkin
memerlukan perawatan intensif seperti penggunaan ventilator atau tindakan trakeostomi
(tracheostomy), yang berisiko tinggi apabila dilakukan tanpa pengawasan medis yang memadai,
baik di kota besar maupun di luar kota besar. Beberapa layanan memperkerjakan tenaga
mitra/freelance, yang memiliki variasi dalam hal pengalaman dan keahlian. Selain itu, tidak
selalu terdapat standar persyaratan yang dikemukakan secara jelas, serta proses pengerjaan
pasien terutama dalam kasus gawat darurat tidak selalu dapat diawasi secara langsung.

Oleh karena itu, pentingnya menerapkan aspek keselamatan pasien disesuaikan dengan
konteks layanan home care digital dan merujuk pada prinsip-prinsip keselamatan pasien
sebagaimana telah diatur. Terdapat tujuh prinsip utama yang dapat disimpulkan, diantaranya
sebagai berikut:

a. Hak pasien, pasien wajib mendapatkan informasi secara jelas, jujur, dan lengkap tentang
kondisi kesehatannya sampai dengan penjelasan prosedur medis, risiko medis, dan alternatif
pengobatan sesuai dengan kondisi pasien oleh tenaga pemberi layanan. Termasuk
partisipasi keluarga pasien dalam pengambilan keputusan pelayanan yang diberikan.

39 | Jolsic Volume 14 Number 1 — April 2026 Tantangan Hukum dalam ...



b. Identifikasi risiko secara proaktif, memastikan identitas pasien sejak awal: nama, tanggal
lahir, alamat, kondisi medis. Selanjutnya, wajib melaksanakan penilaian risiko jatuh di
rumah (lantai licin, penerangan buruk, halangan fisik). Hal yang perlu dilakukan seperti
penggunaan alat bantu (rail tempat tidur, pegangan, dll.); supervisi dan monitoring;
pemberian edukasi kepada pasien/keluarga.

c. Pelaporan dan analisis insiden, wajib ada sistem pencatatan dan pelaporan insiden (contoh:
alat medis gagal, kesalahan obat, kesalahpahaman komunikasi), proses analisis akar
penyebab dan aksi pencegahan agar kejadian tidak terulang.

d. Penggunaan Teknologi dan Alat Medis yang Aman, alat medis yang digunakan dipastikan
aman dan sesuai dengan kondisi pasien, dikelola, dipelihara, dan disterilkan oleh tenaga
kesehatan yang berkompeten.

e. Komunikasi Efektif, diusahakan tidak ada ketidaksalahpahaman komunikasi antara pasien,
keluarga, platform layanan, dan mitra freelance. Informasi medis, instruksi penggunaan
alat, jadwal kunjungan, dan tindakan darurat yang harus dilakukan segera semuanya harus
dijelaskan dengan baik, terdokumentasi, dan dipahami oleh semua pihak.

f. Pencegahan risiko infeksi dan kesalahan medis, sanitasi dan kebersihan alat serta
lingkungan harus diperhatikan secara menyeluruh, termasuk pelaksanaan disinfeksi,
penggunaan alat sekali pakai jika diperlukan, dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)
sesuai kebutuhan. Pengelolaan limbah medis di rumah harus mengikuti instruksi yang
sesuai standar.

g. Akreditasi dan Standar Prosedur Operasional (SOP): setiap pelayanan wajib mengikuti
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk semua tindakan intervensi
medis. Maka, lokasi, prosedur, dan tenaga medis yang melaksanakannya harus memenuhi
standar yang tepat. Lingkungan rumah juga harus dipersiapkan agar aman dan mendukung
pelaksanaan tersebut. Prosedur (SOP) khusus untuk pelayanan dan tindakan medis di rumah
, guna menjamin mutu, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan
yang berlaku (Kusrini S et al., 2022).

Implementasi yang telah berjalan dinilai menggunakan metode analisis International Patient

Safety Goals (IPSG). Penelitian Caroline dkk. Menunjukkan penilaian diterapkan pada lembaga

home care digital melalui aplikasi SmartCare di wilayah Jakarta, dengan acuan enam sasaran

keselamatan pasien bagi pengguna maupun penerima layanan.Hasil penerapan prinsip
keselamatan pasien menunjukkan pencapaian 100% pada beberapa sasaran, yaitu:

a. Identifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal dua identitas pasien,

b. Meningkatkan komunikasi yang efektif, dan

c. Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai dengan melaksanakan SPO
prinsip enam benar dalam pemberian obat.

Sementara itu, persentase pencapaian di bawah 100% terdapat pada beberapa sasaran berikut:

a. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pada
pasien yang benar dengan nilai 96,67%,

b. Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh dengan nilai 91,67%, dan
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c. Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan dengan nilai 91,67%.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar sasaran keselamatan pasien
telah diimplementasikan dengan optimal (Djajasasana et al., 2024). Terdapat beberapa aspek
yang memerlukan peningkatan, khususnya pada sasaran yang berkaitan dengan pembedahan,
pencegahan cedera akibat jatuh, serta pengendalian infeksi dalam proses perawatan kesehatan,
terutama bagi pasien kelompok rentan.

2. Dimensi Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Keselamatan
Pasien dalam Layanan Home Care Digital

Konteks perlindungan pasien dalam pelaksanaan home care digital, menurut peneliti,
dibagi ke dalam dua dimensi utama, yaitu perlindungan secara medis dan nonmedis. Secara
medis, perlindungan terhadap pasien mencakup hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang aman, bermutu, dan bebas dari diskriminasi. Pasien sebagai pengguna layanan juga
memiliki hak atas informasi yang lengkap dan jelas mengenai kondisi medis, prosedur
pengobatan, serta tindakan medis yang akan dilakukan, yang dituangkan dalam bentuk
persetujuan tindakan medis (/nformed Consent).

Secara non-medis, pasien berhak memperoleh perlindungan atas seluruh jenis data
pribadi, tidak terbatas hanya pada data kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan
ini mencakup kerahasiaan rekam medis yang memuat informasi pribadi pasien, seperti riwayat
penyakit, hasil pemeriksaan, hingga rencana perawatan medis.Lebih lanjut, berdasarkan
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47 Tahun
2020, ditegaskan bahwa informasi pribadi pasien bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh
pihak lain, kecuali oleh dokter yang merawat dan pasien itu sendiri.

Kurangnya aspek perlindungan pasien dalam layanan digital sering kali berasal dari
lemahnya sistem manajemen data internal, bukan peretasan eksternal. Kebocoran data
umumnya terjadi karena tidak adekuatnya sistem enkripsi dan audit keamanan berkala. Sudah
terdapat berbagai instrumen hukum yang mengatur jaminan perlindungan data pribadi. Namun
demikian, fakta menunjukkan bahwa industri kesehatan merupakan salah satu sektor yang
paling sering mengalami kebocoran data.

Sebagaimana dikutip oleh Siti (2024), pada tahun 2021, situs VPN Mentor, yang
berfokus pada keamanan Virtual Private Network (VPN), melaporkan adanya dugaan
kebocoran data pengguna aplikasi eHAC (Indonesia Health Alert Card), sebuah aplikasi yang
dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan jumlah data yang
terdampak mencapai sekitar 1,3 juta pengguna dan data tersebut diambil di laman BBC
Indonesia tahun 2021 (Siti Ashira et al., 2024). Lebih lanjut, berdasarkan studi yang dilakukan
selama periode 1 November 2020 hingga 31 Oktober 2021, ditemukan sebanyak 5.212 kasus
kebocoran data di berbagai industri. Dalam laporan tersebut, industri kesehatan menempati
peringkat ketiga sebagai sektor paling rentan terhadap kebocoran data, dengan total 571 kasus
yang tercatat (Care, 2022).
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Selain itu, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan, tenaga medis dan staf
administratif tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data, ditambah minimnya pelatihan dan
prosedur baku, turut membuka celah terjadinya kebocoran privasi (Nadiroh et al., 2025). Hal
tersebut berpotensi terjadi pula pada layanan home care digital, meskipun hingga saat ini belum
terdapat penelitian yang secara spesifik membahas kebocoran data pengguna dalam layanan
tersebut. Risiko kebocoran data dapat meningkat apabila tidak terdapat sistem pengawasan dan
pengelolaan keamanan yang baik dari pihak penyedia layanan.

Kekurangan lainnya terletak di dalam proses informed consent. Fakta menunjukkan
bahwa pasien tidak sepenuhnya memahami risiko tindakan medis maupun batasan layanan
telemedisin, yang juga dapat terjadi pada layanan home care digital (Mutiah et al., 2025). Tak
hanya itu, apabila muncul permasalahan terkait pelayanan atau tindakan yang diberikan, tidak
semua platform memiliki prosedur penyelesaian yang jelas dan dapat ditindaklanjuti secara
hukum. Akibatnya, pasien sering kali tidak mengetahui pihak yang harus dihubungi untuk
menyampaikan keluhan, apakah kepada penyedia aplikasi, tenaga medis, atau instansi
kesehatan yang berwenang (Mahardhika et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan
konsep persetujuan medis (informed consent) yang sesuai dengan karakter layanan daring.
Konsep ini menjadi kerangka kerja penting dalam melindungi hak-hak pasien secara optimal;
sekaligus menjadi dasar akuntabilitas bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam
menjalankan praktik layanan kesehatan, termasuk pada sistem home care digital .

Berbagai permasalahan tersebut mencerminkan kompleksitas perlindungan hukum
bagi pasien, khususnya lansia dan penderita penyakit kronis. Ketimpangan posisi antara pasien
dan tenaga medis menimbulkan relasi yang tidak setara, sehingga memperkuat urgensi
perlindungan hukum guna menjamin hak-hak pasien (Suryatama, 2020). Keberadaan
perlindungan hukum terhadap pasien ini sekaligus menjadi pedoman bagi tenaga medis maupun
tenaga kesehatan, mencakup berbagai aspek, tidak hanya ketentuan hukum yang berlaku, tetapi
juga hati nurani dan moral, etika medis, dan disiplin profesi. Termasuk di dalamnya, topik
keselamatan pasien yang telah dibahas sebelumnya juga memiliki kaitan erat dengan
perlindungan hukum bagi pasien.

Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Zulfa, dijelaskan bahwa teori perlindungan
hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo memiliki pendekatan yang
lebih berpihak kepada kelompok masyarakat yang rentan atau lemah. Teori ini juga bersifat
fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, termasuk perkembangan teknologi terkini
(Aulia, 2018). Sehubungan dengan hal tersebut, layanan home care digital yang hingga saat ini
belum sepenuhnya diatur dalam hukum positif atau perundang-undangan memerlukan
pendekatan hukum yang tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis. Perlindungan hukum
terhadap layanan ini harus mendorong pembaruan regulasi yang responsif dan adaptif terhadap
dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, penekanan terhadap substansi keadilan dan nilai-nilai
kemanusiaan perlu diutamakan, dibandingkan dengan kepatuhan yang kaku terhadap norma
hukum yang ada.
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Perlindungan hukum dalam pelaksanaan pelayanan home care digital, khususnya bagi
pasien lansia dan penderita penyakit kronis, didasarkan juga pada sejumlah asas sebagai prinsip
fundamental dalam menjamin hak-hak pasien. Beberapa asas yang berkaitan dapat dikaji dari
aspek preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian) diantaranya; Asas kepastian
hukum, yang menghendaki adanya kejelasan konsisten (Mario Julyano*, 2019); Asas legalitas,
yang menuntut bahwa setiap tindakan harus berdasarkan peraturan yang sah (Johari et al.,
2023); Asas keadilan, yang menekankan pentingnya perlakuan adil bagi semua pihak dalam
proses hukum (Nabila Mauldy et al., 2024) ; dan Asas kemanfaatan, yang menekankan bahwa
hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Suryatama, 2020).

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan layanan home care digital menjadi
sangat krusial, mengingat keterkaitannya yang erat dengan upaya peningkatan keselamatan
pasien serta perlindungan hukum bagi pasien. Bentuk pertanggung jawaban tersebut meliputi:
pemberian informasi yang jelas mengenai prosedur layanan, hak dan kewajiban pasien serta
tenaga kesehatan; kejelasan kualifkasi serta legalitas tenaga kesehatan yang terdaftar dan
memiliki izin praktik; pelaksanaan tindakan medis yang sesuai dengan standar dan regulasi
yang berlaku, termasuk kewajiban untuk memperoleh informed consent sebelum tindakan
dilakukan di rumah pasien; pengawasan ketat dari fasilitas kesehatan penyedia layanan yang
telah terdaftar; serta penyediaan penjelasan yang transparan mengenai alur dan mekanisme
pengaduan apabila terjadi kesalahan pelayanan atau dugaan malpraktik.

Tanggung jawab hukum lembaga home care digital menempatkan kelalaian penerapan
prinsip keselamatan pasien sebagai pelanggaran kewajiban administratif. Hal ini berpotensi
menimbulkan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembekuan izin operasional, atau
pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perizinan pelayanan kesehatan.

Implementasi tersebut menunjukkan prinsip keselamatan pasien tidak hanya menjadi
tanggung jawab moral atau profesional, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas
apabila tidak dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, lembaga penyedia layanan home care
digital perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal, pelatihan berkala bagi tenaga
kesehatan, serta sistem pelaporan insiden keselamatan pasien untuk meminimalkan risiko
pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital.

3. Rekomendasi Kebijakan Hukum untuk Memperkuat Aspek Keselamatan Pasien Lansia
dan Penyakit Kronis dalam Layanan Home Care Digital
Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Swedia, dan Kanada telah
mengimplementasikan model perawatan primer berbasis rumah dengan dukungan intervensi
digital bagi populasi lanjut usia. Model ini melibatkan pemanfaatan teknologi komunikasi
video, sistem pemantauan kesehatan jarak jauh, aplikasi kesehatan digital, serta perangkat
pendukung lainnya. Fokus utama intervensi ini adalah pengelolaan penyakit kronis tidak
menular yang banyak diderita oleh lansia. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa penerapan

43 | Jolsic Volume 14 Number 1 — April 2026 Tantangan Hukum dalam ...



teknologi digital dalam perawatan ini berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan
kualitas hidup serta kesehatan mental para pasien lansia (Silval* et al., 2024).

Teknologi kesehatan terbaru sudah diperkenalkan di lingkungan domestik melalui
konsep rumah pintar. Pembentukan ekosistem teknologi yang terintegrasi dengan
memanfaatkan Internet of Things (I0T), kecerdasan buatan (Al), sensor, serta perangkat digital
lainnya. Teknologi ini memungkinkan pemantauan dan pengendalian lingkungan rumah secara
real-time, sehingga berbagai parameter fisiologis seperti tanda-tanda vital, aktivitas kehidupan
sehari-hari, interaksi sosial, hingga kebutuhan bantuan pribadi dapat dipantau secara sistematis
dan berkelanjutan (Gabriella Facchinetti et al., 2023). Harapan besar ditujukan pada layanan
home care digital di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, agar
mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan bagi kelompok rentan, dengan
dukungan dari kemajuan teknologi yang terus berkembang.

Pengembangan layanan Home Care digital menuntut perhatian besar terhadap
keselamatan pasien, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah
beberapa poin yang dapat dijelaskan oleh peneliti terkait aspek tersebut:

a. Memberikan edukasi digital maupun manual cara penggunaan aplikasi serta penjelasan
notifikasinya secara jelas dan lengkap dan ada kanal khusus untuk pasien mengajukan
keluhan atau pertanyaan yang berkaitan dengan pelayanan.

b. Gunakan ID digital/dokumentasi/video bila perlu untuk menghindari salah pasien.

c. Memperbarui informed consent khusus yang disesuaikan dengan karakter layanan
digital/daring.

d. Menerapkan sistem logging (pencatatan setiap aktivitas atau kejadian dalam database)
(Agustina et al., 2024), audit trail sebagai rekaman kronologis yang terdokumentasi secara
sistematis berisi aktivitas pengguna dalam suatu sistem informasi kesehatan digital (Cruz-
Correia et al., 2013), Lingkaran umpan balik (feedback loop) dalam aplikasi/pelayanan
biasanya mengunakan formulir khusus layanan Home care digital (Scott et al., 2019) dan
pelaksanaan review rutin oleh tim patient safety seperti umumnya dilaksanakan di rumah
sakit (James Soresi et al., 2025).

e. Melaksanakan kalibrasi/sertifikasi alat secara berkala, pelatihan penggunaan alat
medis/digital dengan memperhatikan keselamatan pasien secara berkala bagi tenaga
kesehatan serta jaminan keamanan privasi dan data pasien. Selain itu, standar penggunaan
alat medis khusus untuk pelayanan medis di rumah harus tersedia.

f. Penggunaan sistem pesan dengan aplikasi yang aman, protokol time-outs atau cek ulang
(confirmation) sebelum tindakan atau penggunaan alat medis (Papadakisa et al., 2019).

g. Selain itu, tenaga kesehatan serta pasien/keluarga perlu mendapatkan pelatihan yang
disesuaikan dengan kondisi lingkungan rumah, mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Hal terpenting, pemerintah dan instansi kesehatan perlu mengalihkan fokus bukan
sekadar menambah aturan, melainkan membangun sistem pengawasan digital terpadu yang
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melibatkan negara, penyedia layanan, dan profesi medis. Kerangka tersebut memungkinkan
penyelenggaraan forum khusus guna menilai kebutuhan pembatasan tindakan medis tertentu
dengan mempertimbangkan kondisi rumah serta lingkungan sekitar pasien.

Terdapat penerapan akreditasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan
home care digital yang perlu dikombinasikan dengan mekanisme pengawasan serta audit
insiden keselamatan pasien secara ketat. Sistem audit ini sebaiknya melibatkan auditor
independen atau badan pengawas yang bertugas melakukan inspeksi rutin, serupa dengan
mekanisme akreditasi di rumah sakit, namun berbasis digital sehingga memungkinkan
pemantauan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Sebagai tambahan, perlu adanya
penyusunan standar protokol klinis dan panduan khusus home care digital yang difokuskan
pada penanganan penyakit kronis, seperti diabetes melitus (DM), hipertensi, penyakit paru
obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit lainnya. Protokol ini mencakup mekanisme
pemantauan, intervensi jarak jauh, tindak lanjut, serta prosedur eskalasi untuk menangani kasus
gawat darurat yang terjadi di lingkungan rumah. Dengan demikian, protokol ini bertujuan
mewujudkan perawatan yang konsisten sekaligus mencegah komplikasi penyakit, disamping
memastikan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa tantangan hukum pada layanan home care Digital terletak
pada upaya perlindungan hukum yang memadai bagi pasien lansia dan penderita penyakit kronis,
sekaligus mengatur terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan tetap mengedepankan
prinsip-prinsip keselamatan pasien. Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan pasien tidak
hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab profesional, etika, dan pidana
apabila terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, mekanisme
pengawasan yang efektif, baik secara internal oleh manajemen lembaga kesehatan maupun secara
eksternal oleh otoritas kesehatan dan lembaga hukum terkait, menjadi instrumen penting dalam
menegakkan akuntabilitas hukum serta menjamin perlindungan hak-hak pasien. Hubungan antara
hukum dengan keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan, karena segala bentuk kesulitan atau
permasalahan yang timbul dalam pelayanan merupakan bagian dari tantangan hukum yang harus
diatasi. Meskipun studi ini masth memiliki keterbatasan dan memerlukan penelitian lapangan lebih
lanjut terkait layanan home care digital, terdapat harapan besar bahwa pelaksanaan layanan ini
dapat terus berkembang, menjawab kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi
pasien di masa mendatang, terutama bagi kelompok rentan.Seluruh hal tersebut merupakan bagian
dari upaya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem
pelayanan kesehatan, sekaligus menegaskan perlunya reformasi paradigma hukum kesehatan yang
adaptif terhadap ekosistem digital dan perkembangan teknologi.
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